
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan ates 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi 
sumber pendapatan asli daerah ; 

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan Daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk 

:':: Menimbang 
'i 
(''' .. i,· 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BlJPATI NIAS, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR 12 TAHUN 2001 

TENT ANG 

RETRIBUSI IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK 
PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA 

SERI: C 
.. · 

'.\ NOMOR : 34 TAHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH 
KABUP ATEN NIAS 
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6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

7. Un~ang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; ' 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200 I 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4090) · ' 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun '200 I 
tentang Retribusi Daer~h (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139); 

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undan.g-Undang, Rancangan Peraturan 
Pemenntah dan Rancangan Keputusan Presiden · 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

T.a~un. I:97 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
S1p1l di Lmgkungan Pemerintah Daerah · , 

Mengingat 

memantapkan Otonorni Daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab ; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagairnana 
dimaksud pada huruf n dnn b di atas, maka 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Nias tentang Retribusi lzin Penggalian Jalan 
Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan 
Sejenisnya; 

~f ·~ .. '. ··ti 
1. Undang-undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 } ~l 

tentang Pembentukan Daerah Otonom · _;;. f. 
Kabupaten-kabupatcn dalam lingkungan Daerah ·/ 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1092) ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor /.<Jv Tambahan 
Lembaran Negara Nomor .2(,li"; , 

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang: 
Jalan (Lernbaran Negara Tahu~ 1980 Nomor 37 ~, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3293) ; : 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ·r, 
Kitab Undang-undang Hukurn Acara Pidana '. 
(Lernbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,; 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

5. Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang .: .. 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ; 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan ~ 
Lernbaran Negara Nomor 3693), sebagaimana :P 
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 r 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- ::, 
undanz Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak ·: 0 . 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara . 
Tahun 2000 Nornor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048) ; 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Nias ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ; 
d. Dinas adalah Dinas Pennukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten 

Nias ; 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana 
Wilayah Kabupaten Nias ; 

f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
g. Bendaharawan Khusus Penerirna, selanjutnya disingkat BKP adalah 

Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perrnukiman dan 
Prasarana Wi\ayah Kabupaten Nias ; 

h. Rctribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin penggalian jalan umum untuk penanaman pipa, kabel 
dan sejenisnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi dan atau badan ; 
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa 
pelayanan pemberian izin penggalian jalan umum untuk penanaman 
pipa, kabel dan sejenisnyu ; 
Petugas adalah Pegawui yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk 
melakukan pemungutan retribusi ; 
Izin adalah izin tertulis yung diberikan oleh Kepala Daerah untuk 
melakukan penggalian julan umum untuk penanaman pipa, kabel dan 
sejemsnya ; 
Jalan adalah jalan urnum yang berada di bawah pemeliharaan 
Pemerintah Daerah : 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi 
yang terhutang ; 
Surat Setoran Retribusi Dacrah, selanjutnya disingkat SSRD adalah 
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

4 

Dengan persetujuan 

RAKYAT OAERAH KABUPATEN NIAS 
DEW AN PERW AKlLAN 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAER:\.H KABUPATEN N ~ 

Menetapkan G RETRlBUSI lZfN PENGGALlA. i j~~ tn.1UM UNTUK PENANA~lAN P!PA .. 
KABEL DAN SEJENlSNYA. 

f 
· D I Neaeri Nomor \ 74 . 1· l 4 Keputusan Menten a am o C \.: 

. Tahun 1997 tentang Pedoman Tata ara . l 
Pemungutan Retribusi Daerah ; . 175 •. , 

I · Oalam Negen Nomor 1 ,,: 15 Keputusan N enten ik d' ·. ~'. . 
. Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemen saan I T 

Bidang Retribusi Daerah ; . N 4' i ·:. · D l Negen omor J i:- 
16. Keputusan Menten a at:1 d Prosedur ., l· 

T hun 1999 tentang s1stem an h d . A.·:. 
a . . · p · k Daerah Retribusi Daera an Admimstras1 aJa , 

Penerimaan Lain-lain ; N' Nomor 8 D ah Kabupaten ias 17. Peraturan aer h · kkan Penyidik 
Tahun 1993 ten~ang ~~ng unJUo me\akukan i 
Pe awai Necen S1p1\ yang i 

g . . ~\ d pelangnaran Peraturan 
peny1d1kan ter a ap O Pidana 
Daerah yano memuat ketentuan 

D o h Kabupaten Nias Tahun 1993 (Lembaran aera 
Nomor 14); b aten Nias Nomor 4 

18 Peraturan Dae rah Ka up · · · dan 
. Tahun 2001 tentang Susunan Orgamsa::;1 . 

K . Dinas Daerah Kabupaten N1as 
Tata erJaD h Kabupaten Nias Tahun 2001 
(Lembaran aera 
Nomorll); 

• .. e-, 
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··: 

;.. PasaJ 6 
iR~tri~usi Izin Penggalian Jalan Umum un . 

'.~·SC)erusnya tennasuk Golongan Retrib . p ~~ Penanaman Pipa, Kabel dan 
_:· · usi enzman Tertentu 

BAB ID 
GOLONGAN RETRIBUSI 

. PasaJ 5 ? Wajib Retribusi adalah subjek retribusi . . 
, ,., 4 Peraturan Daerah ini sebaga1mana d1maksud dalam Pasal . . . 

1;; 
•) 

PasaJ 4 
Subyek Retribusi adalah setia 
memperoleh atau mendapatkan p I orang dan atau badan hukum yang 

pe ayanan pemb · · · umum untuk penanaman pipa kabel da . . enan izin penggaJian jalan , n seJentsnya. 

Pasal 3 
Obyek Retribusi adalah jasa atas I 
umum untuk penanaman pipa kab~,edaaynana? ~emberian izin penggalian jaJan 

, seJentsnya. 

Dengan nama R t ib . . Pi e n usr Izin Penggalian J I . 
. ~pa, Kabel dan sejenisnya di un t . a a~ Umum untuk Penanaman 
121n penggalian jalan umum' uniuk gu retnbus1 ~tas pelayanan pemberian 
rang dapat menimbulkan kerawa penanaman prpa, kabel dan sejenisny~ 
Jalan maupun lingkungan. nan atau gangguan terhadap lalu linta; 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN 

WAJIB RETRIBUSI 

pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain ·. 
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat . 
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah ~ 
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah · 
retribusi yang masih harus dibayar ; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; 

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan . 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari .' 
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ; 

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah .: 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi . 
berupa bunga dan atau denda ; · 

s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari ··. 
rnengurnpulkan, rnengolah data dan atau keterangan lainnya untuk :. 
rnenguji kepatuhan pernenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan ;. 
lain dalarn rangka rnelaksanakan ketentuan perundang-undangan ( 
bidang Retribusi ; , 

t. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian ·; 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang; 
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktlJ 
yang dengan bukti itu rnernbuat terang tindak pidana di bidangt 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. : 

BAB IV· 
KETENTUAN PERlZINAN 

~ s' · Pasal 7 
:~: enap orang dan atau badan yang melakukan . . 
';" penanaman pipa, kabel atau seienisn . ..Penggahan jalan umum untuk i; dari Kepala Daerah. ~ ya, dtwaJibkan untuk memperoleh izin 

·:· 
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J.000.-/M2 

5.000.-/M2 

3. 000. -/'12 

50.000.-/M2 

25.000.-/M2 
12.500.-/M'.! 
75.000.-/M2 
25.000.-/M2 

5.000.-/M2 

8 

BAB VII 
TATA (.'ARA PEMUNGUTAN 

Pasai 14 
:ii Pernungutan Retribusi tidak dapHI diborongkan. 

Cara rnengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Penggalian Jalar. i 
Umum untuk Penanaman Pipa, Kabel dan Sejenisnya adalah diukur > 
berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan pemberian izin penggalia t 
jalan umum untuk penanaman pipa, kabel dan sejenisnya, yang dapa ( 
rnenirnbulkan kerawanan atau gangguan terhadap lalu lintas jalan maupun · 
lingkungan. 

Pasal 10 

BABV 
KETENTUAN RETRIBUSI 

( l ) Kepala Daerah clapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud . 
pada Pasal 8 dengan rnemberikan pemberitahuan dalam jangka waktu ~i. 
selarnbat-larnbatnya 14 (empat be[as) hari terhitung mulai tanggai 11:' 
diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan peno[akan : ft 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; i:· 

(2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat ._. it 
( l ) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. . f 

f.'. 
t' 
". 

Pasal 8 

(!) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap'.. 
orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepads] 
Kepala Daerah, dengan melampirkan : · 
a. Proposal penggalian jalan umum untuk penanaman pipa, kabel dan\ 

sejenisnya ; :\, 
b. Rekomendasi berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan teknis i; 

lapangan di lokasi penanaman pipa, kabel clan sejenisnya ; ;t 
c. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam penanaman pipa, ,i 

kabel clan sejenisnya mentaati segala persyaratan teknis yang t 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. ! 

(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana ~· 
dirnaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala ;; 

h L Daera . . ,; 

BAB VI 
WILA YAH PEMUNGUTAN 

. . Pnsal 13 ~- .... 

1~ Wilaya11 pemungutan Retribusi adulah seluruh wilayah Kabupate N. 
e- n 1as. · l1~: 

Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan penggalian jalan 

dumum. at.au pe~otongan badan jalan untuk penanaman pipa kabel 
an sejerusnya dikenakan Retribusi. . ' 

St~ktur dan besamya tarif Retribusi adalah . berikut : d1tetapkan sebagai 
a. Jalan aspal beton (Hotmix) . . . . . . . . . . . . . . Rp 
b. Jalan aspal penetrasi (biasa) . . . . . . . . . . . . .. Rp 
c. Jalan yang diperkeras . . . . . . . . . . . . Rp 
d. Trotoar tegel/semen dan sejenis~y~·: .. · Rp 
e. Man hole (lubang kontrol) . . . . . . . . . . . . . . . . Rp 
f Jalan tanah 
g. Pemasanga~ .di~~;ib~·;iii~~·t~l~~i · · · · · · · · · · · Rp 

(minimum D.M) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp h T . ······ . p:;an Rp 
r. t ······ ···································· Rp 

Pasal 11 

. rinsip Penet~pan Tarif Retribusi Izin Penggalian Jalan Umum t k 
. enanama? Pipa, ~abel dan Sejenisnya adalah untuk mengganti ~~/ a 
pengen?ah~~' pembm~n,. pengawasan dan pemeliharaan dalarn ranat 
pembenan tzin penggahan jalan umum. t» a 

Pasal 12 

Pasal 9 
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BAB XI 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal 21 

, I) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi. 
Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat . (I) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

BABX 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 20 

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusinya yang terutang. 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 17 

(1) Pembayaran Retribusi h~sbdilakukan 5Ji~:aj~~n~;:~s ::~~~t irin{ 
(2) Kepala Daerah atau Peja at yang . . d I ' 

k d W iib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang a am: 
. mgk a aJt ktu tertentu dengan alasan yang dapat. 
Jan a wa ., 
d'pertanggungjawabkan. . d t (2)~ 1 b Retribusi sebagaimana dirnaksud pa a aya ·, (3) Tata cara pem ayaran I D h · 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepa a aera . { 

(3) 

(2) 

Pasal 16 
n ·Retribusi dilt!.kukan di Kas Daerah. atau di tempat lain :~ 

Pembayara d·1tentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang .i yang yang ~ 
ditentukan dalam SKRD · · · k ka } b dilakukan di tempat lain yang d1tunJU ' ma ,f, 
Dalam hal ?em ayaran.b .: h s disetor ke Kas Daerah selambat· } 
hasil penenmaan Retri usi aru ;. 
lamb~tnya l xb 24 jam. Retribusi dilakukan setelah lewat wak~u yang ; 
Apabila pem ayar'.111 di k d pada ayat (1) maka dikenakan 1 . k baga1mana ima su , '· ditentu an se b 2°1< (dua persen) dengan ., 
sanksi administrasi berupa bunga se esar o ; 

menerbitkan STRD. g 

(1) 

Pasal 18 
· dimaksud dalam Pasal 16 Pembayaran retribusi sebagairnana 

tanda bukti pembayaran. 

BABVIll 
TATACARAPEMBAYARAN 

Pasal 15 
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

Yang dipersamakan. . 1 p I 12 
·1 t Retribusi sebagaimana dimaksud da am asa Hast pungu an 

disetor oleh BKP ke Kas Daerah. 

(l) 

(2) 

BABLX 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 19 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak 

f atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 
,i'. Retribusi Daerah. 
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BABXN . 
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBA YARAN RETRIBUSI 
Pasal 24 

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian keJebihan pembayaran Retribusi. 
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), atas 
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan 

.·. terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi adrninistrasi 
berupa bunga oleh Kepala Daerah. 

, Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak 
'.· atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan 
·:: pembayaran Retribusi selartjutnya. 

(I) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD. 
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayar (I) harus 
disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang 
dihunjuk paling lama 2 (dua) buJan sejak tanggaJ SKRO dan STRD. 
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. 
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk 
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggaJ surat keberatan diterima. 

BAB XII 
PENGURANGAN KETETAPAN, 

TA TA CARA PEMBET~;.~ PENGURANGAN SANKS! 
PENG~~~~;RASI DAN PEMBATALAN 

Pasal 22 
. . k ermohonan pembetulan S~ ·.· (I) Wajib Retribusi dapat mengaju ~~a~n a terdapat kesalahan tulis, f 

dan STRD. yang dalam p~n:elirua: dalam penerapan peraturan ! kesalahan hitung dan atau . e h : 
d Retribusi Daera . :-;, 

perundang-~n ~ngan . k n ermohonan pengurangan ~tau : (2) Wajib Retribusi dapat me~g.aJu ~b p rupa bunza dan kenaikan '~ 
nksi administrasi e O k fi ;, penghapusan sa dal h I sanksi tersebut dikenakan are a s ib · g terutang am a i 

Retn us1 yan .. . . u bukan karena kesalahannya. . 
kekhilafan Wajib Retribusi ata . k ermohonan pengurangan atau; 

(J) W iib Retribusi dapat rnengaju an ~ :: 
aJI R t ib si yang tidak benar. ' 

pembatalan Ketetapan en \a aimana dimaksud pada ayat O\; 
( 4) Pennohonan pembetulan se f usan atau pengurangan sankst, 

. pengurangan ketetapan, p_engk apd da ayat (2) dan pembatalaq . . · b imana dima su pa . . · 
adrninistrasi se agar t (3) harus disarnpaikan secara: 
sebagaimana di_~aksud_ p~d:e ?:a Kepala Daerah atau Pejab~t Y'.1°g 
tertulis oleh Wajib Retnbus( . p I h) hari seiak tanggal diteri , I . I a 30 tiga pu u J • I . dihunjuk pa mg am memberikan alasan yang je as ' SKRD dan STRD dengan 

k dukung pennohonannya. ( . 
meyakinkan untu men sebazaimana dimaksud pada ayat .. 

(5) Keputusan atas permohonDan h a~au Pejabat yang dihunjuk pall . I k oleh Kepala aera . . 
dike uar an . rmohonan diterirna. · 
lama 3 (tiga) bulan sejak s~:at ~:Ian sebagaimana dimaksud pada ~}. (6) Apabila setelah lewat 3 (t1.:,a). dihuniuk tidak membenk 

D h atau Pejabat yang ~ . 
(5) Kepala aera di k d dianggap dikabulkan. : Keputusan, maka permohonan ima su o 

BAB XIII 
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 

Pasal 23 

Pasal 25 

f: Dalam ha/ kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah 
_t dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

.; diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya ,, t pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 
)" Kelcbihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) dikcmbalikan kepada Wajih Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan 
scjak dircrbitkannya SKRDLB. 
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BAB XIX 
PENYIDIKAN 

Pasal 31 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku. 
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan 
jelas ; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ; 

c. merninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

Pasal 30 

Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan 
selama-larnanya 6 ( enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 
(empat) kali retribusi terutang. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah 
pelanggaran. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PIDANA 

. etiap orang dan atau badan dilarang melakukan penggalian atau 
,emotongan badan jalan umum, sebelum mendapat izin tertulis dari Kepala 
rr)aerah. 

'!), ;.s, 
... 

BAB XVII 
KETENTUAN LARANGAN 

Pasal 29 

(2) 

.. BAB XVI 
TATA CARA PENGHAPtJSAN PHJTANG 

RETRIBUSI YANG KADAUJWARSA 
Pasal 2'4 

. R ib . tidak munzkin ditagih laui karena hak untuk Piutang etn us1 yang 1 o c . o , 
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus . 
Kepala Daerah menetapkan Kcp11111san . Pcnghap.usa~, P1utang . 
Retribusi vans sudah kadaluwarsa sdiagaimana d1maksud pada - ::, 

ayat (l). 

(l) 

(2) 

(1) 

(2) 

Pasal 26 

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pa_sal 24 ?ila~ukan '. 
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Ret~.bus~ .. k ;~ 
Atas perhitungan sebagaimana dima~sud dalam_ Pa~a! 25, iter it an '~. 
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. ·t. 

BAB XV 
KADALUW ARSA 

Pasal 27 

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui j~ng~a wakt~ 
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak _saat tei:utangn~a. retnbus1, _kec.~ah 
a abila Wajib Retribusi melakukan tmdak ~1dana d1. bidang Retribusi 
iadaluwarsa penagihan retribusi sebaga1mana dimaksud pada ayat 
( l ), tertangguh apabila : .. 
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan .surat.Paks~.· atau . . 
b. Ada pengakuan utang retribusi dart WaJ1b Retnbus1, baik 

langsung maupun tidak langsung. 

(l) 

b I . k I bihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah ( 
Pengem a ran e e l . . , B K I '; 
I wat waktu 2 (dua) bulan sejak d1terb1tkannya SKRDL , epaa '. 
e h b ik imbalan bunga 2% ( dua persen) sebulan atas .'- Daera mem en an , 
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

(3) 
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D to 

BUPATI NIAS, 
BAB X,X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Permukiman ? 
dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh {: 
Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Disahkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 26 J u I i 2002 

Pasal 36 

}eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
\Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
'.;Nias. 

\· 
.'.· 'Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

~t; mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala 
.-: Daerah. 
~;· 
~I.' ~, .. 

Pasal 35 

BAB XXI 
KETENTUANPENUTUP 

Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan 
Pasal 34 

Pembinaan dan pengawasan l'craturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala 
))inas Pennukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Nias. 
·;..:: 

.1·.: 

Pasal 33 
. -'1 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan dokurnen-dokumeaj 
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; < 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti~ ~ 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain . serta: 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas ; 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ; ,: 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ;fi 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung ~ 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ; 
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; /· 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 1~ 
Retribusi ; } 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa ;; 
sebagai tersangka atau saksi ; 

J. menghentikan penyidikan ; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan '.f 

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang } 
bertanggung jawab ; j 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) memberitahukan }. 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya : 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Palisi Negara Republik ~ 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- : 
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. ~ 

BINAHATI B. BAEHA 

. (3) 
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I r\'. t Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 
l=:; sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa 
;. penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus 

, :;1 ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 
" ~}Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. 

f r.; Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
f tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
~; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan 

"dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan 
~;pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut 
~i dapat memberikan beban yang adil. .... 
:;::Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

~Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
'ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran 

-~~dapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 
· penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 
,~dapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain 

: . pa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu 
, )nber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

:Jerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
~gan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 

_engatur clan mengurus rumah tangganya sendiri. 
'k ~ 19 

FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR 12 TAHUN 2002 

TENT ANG 
RETRIBUSI IZIN PENGGALIAN JALAN UMUM UNTUK 

PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA 

SEKRETt~S DAERAH KABUPATEN NIAS, 

\/.~~ 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 20 September 2002 

. \ 

! 
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Cukup jelas 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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Cukup jelas 
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'. Cukup jelas 
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·' Pasal 11 
Cukup jelas 

'; Pasal 12 
Cukup jelas 

·:;: 
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentans'.; 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak! 
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten!Kota diberi~' 
peluang dalam menggali potensi sumber-surnber keuangannya dengan:. 
menetapkan jenis Rctribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah'. 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. · 
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